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INTISARI 

Tesis yang berjudul :” KEBIJAKAN PEMERINTAH  REPÚBLICA 
DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE ATAS PEMBERIAN GANTI RUGI 
TERHADAP ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK WARGA NEGARA 
ASING SEJAK PASCA REFERENDUM UNTUK MUWUJUDKAN 
PERLINDUNGAN HUKUM” dengan rumusan masalah Bagaimanakah 
kebijakan Pemerintah República Democratica de  Timor-Leste atas pemberian 
ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara asing sejak 
pasca referendum dan apakah kebijakan pemerintah República  Democratica de 
Timor-Leste tersebut telah mewujudkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian 
adalah Untuk mengetahui, bagaimanakah kebijakan pemerintah República 
Democratica de Timor-Leste atas pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan 
bangunan milik warga negara asing sejak pasca referendum dan untuk 
mengetahui, apakah kebijakan pemerintah tersebut telah mewujudkan 
perlindungan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada norma hukum positf berupa 
peraturan perundang-undangan, untuk menemukan kebenaran berdasarkan 
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 

 Hasil penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-
Leste tentang kepemilikan hak atas tanah dalam hal ganti rugi masih berupa 
Rancangan Undang-undang atau Proposta de Lei No.   /2010 Regime Especial 
Para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang belum dijadikan 
sebagai hukum positif.  Rancangan Undang-undang tentang kepemilikan hak 
atas tanah  masih di veto oleh Presiden agar dapat direvisi kembali oleh 
Parlamen Nasional untuk memperkuat dan mewujudkan kepastian hukum 
terhadap hak kepemilikan dan perlindugan hukum bagi warga negara yang 
merasa dirugikan. 

Kebijakan Pemerintah República Democratica de  Timor-Leste atas 
pemberian ganti  rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara 
asing sejak pasca referendum belum mewujudkan perlindungan hukum  bagi 
subyek hukum dalam hal ini warga negara Indonesia yang telah meninggalkan 
aset-asetnya pada saat tersebut. 

 
Kata-kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah  República Democratica de Timor-
Leste,  Ganti rugi, Tanah dan Bangunan, Warga Negara Asing, Perlindungan 
Hukum. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled: “GOVERNMENT POLICY OF REPUBLICA 
DEMOCRATICE DE TIMOR-LESTE UPON GIVING COMPENSATION 
TOWARD LANDS AND BUILDINGS ASSET OWNED BY FOREIGN 
CITIZENS AFTER REFERENDUM TO REALIZE LAW PROTECTION” 
with formulation of the problem i.e. How is the government policy of Republica 
Democratica de Timor-Leste upon giving the compensation toward lands and 
buildings asset owned by foreign citizens after the referendum, and has the 
government policy of Republica Democratice de Timor-Leste realized the law 
protection? The objectives of the study are to investigate how government 
policy of Republica Democratica de Timor-Leste upon giving the compensation 
toward lands and buildings asset owned by foreign citizens after the referendum 
and to analyze if the government policy of Republica Democratice de Timor-
Leste has  realized the law protection. The research is normative law study that 
focuses on positive law norm in the form of regulations, to find out the truth 
based on the logic of law science from its normative side. 

The result of the research is to analyze the laws correlated to government 
policy of Republica Democratica de Timor-Leste about right ownership upon 
lands compensation that still becomes Planned Acts or Proposta de Lei no.   
/2010 Regime Especial Para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis that 
has not been a positive norm. Planned Acts about rights of land ownership still 
becomes veto by the president in order to be re-revised by National Parliament 
to strengthen and realize law certainty toward the rights of ownership and law 
protection to foreign citizens who feel damage. 

 Government policy of Republica Democratica de Timor-Leste upon 
giving the compensation toward lands and buildings asset owned by foreign 
citizens after the referendum has not realized law protection to the law subjects 
i.e. Indonesian citizen who left their assets at that time.  

Keywords: Policy, Government Of Republica Democratica De Timor-Leste, 
Compensation, Lands And Buildings, Foreign Citizens, Law Protection.      
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